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ABSTRAKSI 

Azzah, Rosiyan Amorita. 2026. “Evaluasi Prosedur Pengurusan Dokumen 

Clearance Out Kapal dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan PT Pelayaran 

Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap”. Skripsi. Program Diploma IV, Program 

Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran 

Semarang, Pembimbing I: Jose Beno, S.ST.,M.Si., Pembimbing II: Desy Yuli 

Aryani, S.Si.T.,M.T. 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap masih menghadapi 

beberapa kendala dalam pengurusan dokumen clearance out, seperti 

keterlambatan penyelesaian dokumen, kesalahan administrasi, dan belum 

optimalnya pelaksanaan prosedur kerja. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan prosedur pengurusan dokumen clearance out yang diterapkan, 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis dampaknya 

terhadap kinerja pelayanan perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan menggunakan diagram fishbone melalui pendekatan enam dimensi: 

Man, Method, Machine, Material, Measurement, dan Environment. Keabsahan 

data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur clearance out telah 

mengacu pada peraturan yang berlaku, namun implementasinya masih 

menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, 

gangguan sistem Inaportnet, dokumen kapal yang tidak lengkap atau 

kedaluwarsa, duplikasi proses kerja, belum adanya pengukuran waktu per 

tahapan, serta faktor cuaca. Kendala tersebut menyebabkan tingkat ketepatan 

waktu pelayanan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan SOP, 

penambahan personel, peningkatan infrastruktur pendukung, pengawasan 

dokumen secara berkala, penerapan indikator kinerja, dan optimalisasi 

penggunaan sistem Inaportnet guna meningkatkan kinerja pelayanan 

perusahaan. 

Kata Kunci: clearance out, evaluasi prosedur, Inaportnet, keagenan kapal, kinerja 

pelayanan.  



 

ix 

ABSTRACT 

Azzah, Rosiyan Amorita. 2026. “Evaluation of Ship Clearance Out Document 

Processing Procedures in Improving Service Performance at PT Pelayaran 

Bahtera Adhiguna Cilacap Branch”. Thesis. Diploma IV Program, Port and 

Shipping Management Study Program, Semarang Merchant Marine 

Polytechnic, Supervisor I: Jose Beno, S.ST., M.Si., Supervisor II: Desy Yuli 

Aryani, S.Si.T.,M.T. 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cilacap Branch still faces several 

obstacles in processing clearance out documents, such as delays in document 

completion, administrative errors, and the suboptimal implementation of work 

procedures. This study aims to describe the implementation of ship clearance out 

document processing procedures, identify the obstacles encountered, and 

analyze their impact on the company’s service performance. 

This research employed a qualitative descriptive method with data 

collection techniques consisting of interviews, observations, and documentation. 

Data were analyzed using a fishbone diagram based on six dimensions: Man, 

Method, Machine, Material, Measurement, and Environment. Data validity was 

tested through source triangulation and technique triangulation. 

The results indicate that the clearance out procedure has been implemented 

in accordance with applicable regulations. However, several obstacles remain, 

including limited human resources, disruptions to the Inaportnet system, 

incomplete or expired ship documents, duplication of work processes, the 

absence of time measurement for each stage, and weather-related factors. These 

constraints have resulted in less-than-optimal service timeliness. Therefore, 

improvements are needed through the revision of Standard Operating 

Procedures (SOP), the addition of personnel, enhancement of supporting 

infrastructure, periodic document monitoring, implementation of performance 

indicators, and optimization of the Inaportnet system to improve the company's 

service performance. 

Keywords: clearance out, procedure evaluation, Inaportnet, service performance, 

ship agency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap didirikan pada tanggal 

31 Maret 1986 yang bergerak di bidang jasa keagenan, stevedoring, jetty 

management, tug assist, transhipment, dan jasa logistik khususnya 

pembongkaran batu bara dalam mendukung operasional PLTU PLN di wilayah 

Cilacap. Dalam menjalankan kegiatan keagenan kapal, perusahaan memiliki 

tanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan administratif kapal, baik 

pada saat kedatangan maupun keberangkatan kapal dari pelabuhan. Salah satu 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab agen kapal adalah pengurusan dokumen 

clearance out sebagai persyaratan keberangkatan kapal. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis selama 

melaksanakan praktik darat di PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap, 

ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pengurusan dokumen 

clearance out kapal. Permasalahan tersebut antara lain ketidakkonsistenan 

waktu penyelesaian dokumen yang berkisar antara 2 hingga 8 jam per kapal, 

masih terjadinya kesalahan atau ketidaklengkapan dokumen yang menyebabkan 

penolakan oleh instansi terkait, serta belum optimalnya penerapan prosedur 

kerja secara konsisten oleh pihak yang terlibat dalam proses pengurusan 

dokumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur yang ada 

belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Ketidakstabilan durasi pelayanan dan masih terjadinya penolakan dokumen 
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administrasi menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan tidak hanya dipengaruhi 

oleh ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pelabuhan, tetapi juga oleh 

kesiapan dan pelaksanaan prosedur internal perusahaan keagenan. Apabila 

permasalahan tersebut tidak segera ditangani, maka dapat menimbulkan 

dampak berupa keterlambatan keberangkatan kapal, meningkatnya biaya 

operasional kapal selama berada di pelabuhan. 

Permasalahan yang terjadi pada proses clearance out juga berkaitan 

dengan pelaksanaan sistem pelayanan administrasi kapal di pelabuhan. 

Pelayanan administrasi kapal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kegiatan operasional pelayaran. Setiap kapal yang melakukan kegiatan sandar 

maupun berlayar wajib memenuhi berbagai ketentuan administratif yang telah 

ditetapkan oleh otoritas pelabuhan. Pelayanan administrasi tersebut meliputi 

pengurusan dokumen kapal, pemeriksaan kelengkapan administrasi, hingga 

penerbitan surat izin berlayar. Pelayanan administrasi yang efektif akan 

memberikan dampak langsung terhadap kelancaran operasional kapal, efisiensi 

waktu sandar di pelabuhan, serta kepuasan pengguna jasa pelayaran. Salah satu 

bentuk pelayanan administrasi yang sangat menentukan kelancaran operasional 

kapal adalah pengurusan dokumen clearance out. Clearance out merupakan 

persyaratan utama yang harus dipenuhi sebelum kapal meninggalkan 

pelabuhan. Dokumen kapal merupakan dokumen-dokumen yang wajib dimiliki 

dan berada di atas kapal untuk digunakan dalam berbagai keperluan operasional 

tertentu (Wulandari et al., 2020). Dalam proses clearance out, dilakukan 

pemeriksaan berbagai dokumen seperti cargo manifest, bill of lading, crew list, 
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penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh syahbandar, serta 

penyelesaian administrasi pada instansi terkait seperti Imigrasi dan Karantina 

Kesehatan. 

Proses pengurusan dokumen clearance out melibatkan koordinasi dan 

kerja sama dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. 

Instansi yang terlibat meliputi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan 

(KSOP), Imigrasi, Karantina Kesehatan, serta perusahaan keagenan kapal. 

Keagenan kapal merupakan faktor yang memengaruhi kelancaran kegiatan 

operasional transportasi laut di pelabuhan. Sebagai perwakilan perusahaan 

pelayaran, agen kapal bertanggung jawab mengatur seluruh kebutuhan kapal 

mulai dari sebelum kedatangan, selama berada di pelabuhan, hingga 

keberangkatan kapal. Seluruh kebutuhan kapal akan ditangani oleh agen 

perusahaan pelayaran agar kegiatan operasional dapat berlangsung secara 

lancar, tepat waktu, dan efisien (Hotmaria Situmorang & Yusnidah, 2021). 

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pelayanan pelabuhan 

telah mengalami transformasi dari sistem manual menuju sistem digital melalui 

penerapan Inaportnet. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi 

pelayanan dengan mempercepat proses administrasi dan meminimalkan 

kesalahan dokumen. Namun, dalam praktiknya implementasi sistem digital 

tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih sering dikombinasikan 

dengan proses manual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan 

ketidakefisienan apabila tidak didukung oleh prosedur kerja yang jelas dan 

terstandarisasi. 



4 

 

Kinerja pelayanan perusahaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

prosedur pengurusan dokumen clearance out dilaksanakan secara konsisten. 

Prosedur yang jelas dan terstruktur akan membantu mempercepat proses 

pelayanan, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada pengguna jasa. Sebaliknya, prosedur yang kurang efektif 

dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan, ketidaksesuaian dokumen, serta 

menurunkan kualitas pelayanan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan 

evaluasi terhadap prosedur pengurusan dokumen clearance out untuk 

mengetahui kesesuaian antara prosedur yang diterapkan dengan pelaksanaannya 

di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab 

munculnya hambatan dalam proses pelayanan. Penelitian-penelitian 

sebelumnya umumnya membahas faktor keterlambatan pelayanan kapal dari 

sisi sumber daya manusia dan fasilitas, namun masih terbatas yang mengkaji 

secara spesifik terkait evaluasi prosedur clearance out secara menyeluruh 

dengan pendekatan analisis penyebab berbasis sistem. Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi kendala, tetapi juga 

menganalisis hubungan antara prosedur yang diterapkan dengan kinerja 

pelayanan secara komprehensif. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik 

melaksanakan penelitian yang berjudul “EVALUASI PROSEDUR 

PENGURUSAN DOKUMEN CLEARANCE OUT KAPAL DALAM 

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PT PELAYARAN 

BAHTERA ADHIGUNA CABANG CILACAP’’. 
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B. Fokus Penelitian 

1. Analisis terhadap implementasi prosedur pengurusan dokumen clearance 

out yang ditetapkan oleh perusahaan, mulai dari persiapan dokumen 

administrasi, pengajuan melalui sistem Inaportnet, verifikasi oleh Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hingga penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB), serta kesenjangan antara prosedur normatif 

dengan praktik aktual di lapangan. 

2. Identifikasi kendala-kendala yang muncul dalam proses pengurusan 

clearance out, termasuk faktor internal (kompetensi staf, akurasi dokumen, 

konsistensi SOP) dan faktor eksternal (respons instansi, sistem Inaportnet, 

kondisi operasional pelabuhan). 

3. Analisis pengaruh pelaksanaan clearance out terhadap dampak kinerja 

pelayanan perusahaan, yang meliputi aspek ketepatan waktu, fluktuasi 

kinerja yang terjadi secara berkala, dan implikasi keterlambatan terhadap 

potensi biaya demurrage. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pengurusan dokumen clearance out yang ditetapkan 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap? 

2. Apa saja kendala dalam implementasi prosedur clearance out di PT 

Pelayaran  Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap? 

3. Bagaimana dampak pelaksanaan clearance out terhadap kinerja pelayanan 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan prosedur clearance out yang diterapkan di PT 

Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi prosedur clearance 

out di PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap. 

3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan pengurusan dokumen clearance out 

kapal terhadap dampak kinerja pelayanan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 

Cabang Cilacap. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat 

sebagai  berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen 

transportasi laut, khususnya dalam bidang administrasi kepelabuhanan dan 

manajemen pelayanan jasa keagenan kapal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan: Sebagai bahan evaluasi internal untuk memperbaiki 

dan meningkatkan efektivitas prosedur pengurusan dokumen clearance 

out kapal. 

b. Bagi Penulis: Sebagai sarana penerapan teori yang diperoleh selama  

perkuliahan ke dalam praktik nyata di industri pelayaran. 
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c. Bagi Pihak Akademik: Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa lain 

yang akan melakukan penelitian sejenis di bidang manajemen 

pelayaran. 

d. Bagi KSOP Kelas II Cilacap: Sebagai bahan masukan dalam upaya 

pengembangan dan penyempurnaan sistem pelayanan clearance kapal, 

khususnya terkait optimalisasi penggunaan sistem Inaportnet dan 

mekanisme verifikasi dokumen, sehingga dapat mendukung proses 

pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

e. Bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL): Sebagai bahan 

evaluasi dan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan terkait 

implementasi digitalisasi pelayanan kepelabuhanan serta standar 

prosedur pengurusan dokumen clearance out kapal secara nasional, 

guna mendukung keseragaman, efektivitas, dan efisiensi pelayanan di 

pelabuhan Indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Evaluasi 

a. Pengertian Evaluasi 

Menurut Sugiyono (2022) evaluasi merupakan suatu proses untuk 

menilai sejauh mana pelaksanaan perencanaan telah dilakukan dan 

seberapa efektif tujuan program telah tercapai. Evaluasi mencakup proses 

pengumpulan informasi, pengolahan data, perbandingan hasil dengan 

standar atau tujuan yang sudah ditentukan, dan penarikan kesimpulan 

terkait tingkat keberhasilan dari pelaksanaan aktivitas tersebut. Setiap 

aktivitas atau pekerjaan tidak terlepas dari proses evaluasi yang bertujuan 

untuk menilai tingkat keberhasilan dan kinerja, serta mengidentifikasi 

tantangan dan kekurangan yang harus diperbaiki. Mavrot, et al. (2025) 

juga memperluas pemahaman evaluasi dengan menekankan pentingnya 

desain metodologi yang kuat, triangulasi data, keterlibatan pemangku 

kepentingan, serta penerapan hasil evaluasi untuk perbaikan 

berkelanjutan. Berdasarkan konteks organisasi pelayanan jasa, evaluasi 

layanan mencakup penilaian efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan 

terhadap pemangku kepentingan atau pengguna jasa. Evaluasi pelayanan 

berorientasi pada pencapaian standar layanan yang ditetapkan serta 

perbaikan proses operasional untuk mencapai kepuasan pelanggan. 
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b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi dalam Organisasi 

Tujuan evaluasi dalam organisasi meliputi: 

1) Menilai efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan pelayanan yang   

diberikan. 

2) Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas 

serta menemukan solusi perbaikannya. 

3) Meningkatkan mutu layanan melalui rekomendasi tindakan korektif 

atau inovatif. 

4) Mendukung pengambilan keputusan manajerial berdasarkan data dan 

bukti empiris. 

Fungsi evaluasi dalam organisasi pelayanan jasa adalah sebagai 

alat kontrol kualitas, sebagai dasar perencanaan perbaikan layanan, serta 

sebagai mekanisme pertanggungjawaban organisasi kepada stakeholder 

terkait kesesuaian hasil layanan dengan standar kinerja. 

2. Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah salah satu proses, serangkaian langkah atau tahapan-

tahapan dan sejumlah aktivitas yang saling terkait antara satu dengan yang 

lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan sejumlah individu dalam suatu 

departemen di dalam perusahaan. Menurut Rusdiana, H.A. dan Zaqiah 

(2022) prosedur adalah serangkaian langkah kerja yang saling berhubungan 

dan memperlihatkan unsur-unsur operasi suatu kegiatan yang sesuai dengan 

tujuan organisasi.  
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Pengertian prosedur menurut I Kadek Laju, et al. (2020) dalam buku 

Prosedur Darurat & SAR adalah serangkaian langkah atau pedoman kerja 

yang harus diikuti saat melaksanakan suatu kegiatan agar memperoleh hasil 

yang optimal dan memuaskan. 

Berdasarkan pengertian prosedur di atas, dapat disimpulkan bahwa 

prosedur adalah langkah-langkah dari serangkaian aksi atau kegiatan yang 

khusus dan dilakukan secara berulang atau serupa, serta saling terkait, dan 

tindakan ini harus dilaksanakan atau dieksekusi dengan cara yang standar 

agar selalu mendapatkan hasil yang serupa atau lebih baik, sesuai dengan 

target yang diinginkan. 

a. Tujuan dan Manfaat Prosedur  

1) Menjamin konsistensi pelaksanaan operasional, yaitu memastikan 

bahwa setiap aktivitas kerja dilaksanakan secara seragam dan 

berkesinambungan sehingga tidak terjadi perbedaan cara kerja antar 

individu atau unit kerja. 

2) Mengurangi kesalahan dan penyimpangan kerja, dengan menyediakan 

pedoman yang jelas dan sistematis, sehingga dapat meminimalkan 

terjadinya kesalahan operasional, ketidaktepatan prosedur, maupun 

kelalaian dalam pelaksanaan tugas. 

3) Mempercepat proses kerja, karena prosedur kerja memberikan alur 

kerja yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga pelaksanaan 

pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat waktu. 
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4) Menciptakan keteraturan dan akuntabilitas organisasi melalui 

pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tahapan 

pekerjaan, sehingga proses pengawasan, evaluasi, dan 

pertanggungjawaban kinerja dapat dilakukan dengan lebih efektif. 

5) Meningkatkan keselamatan kerja, dengan mengatur langkah-langkah 

kerja yang aman dan terkontrol, sehingga dapat mengurangi potensi 

risiko, kecelakaan kerja, dan dampak negatif lainnya dalam kegiatan 

operasional. 

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Clearance Out Kapal 

Standar Operasional Prosedur (SOP) clearance out kapal adalah 

pedoman tertulis yang mengatur secara sistematis langkah-langkah yang 

harus dilakukan setiap stakeholder dalam proses clearance out. SOP 

menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa semua proses 

dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta standar pelayanan publik.  

Elemen utama dalam SOP meliputi: 

1) Identifikasi Tanggung Jawab 

Menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahap 

proses, seperti agen pelayaran, petugas syahbandar, imigrasi, dan 

karantina kesehatan.  

2) Prosedur Verifikasi Dokumen 

SOP mensyaratkan urutan pemeriksaan dokumen oleh masing-

masing instansi sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.  
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3) Alur Pengajuan Permohonan 

Menjelaskan teknis penggunaan sistem Inaportnet atau 

aplikasi lain dalam mengajukan permohonan clearance out secara 

elektronik.  

4) Pengendalian Mutu Proses 

SOP meliputi mekanisme evaluasi dan monitoring terhadap 

pelaksanaan tahapan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau 

duplikasi pekerjaan.  

5) Sanksi dan Penanganan Kesalahan 

SOP juga mencakup penanganan pelanggaran prosedur, 

termasuk pemberian sanksi administratif jika terjadi ketidaksesuaian 

dokumen atau proses. Implementasi SOP yang efektif dapat 

mendukung percepatan berbagai layanan, meminimalkan risiko 

kesalahan administratif, dan meningkatkan kepatuhan terhadap 

standar keselamatan dan regulasi pelabuhan. Hal ini penting 

mengingat clearance out merupakan salah satu indikator kinerja 

pelayanan kapal di pelabuhan.  

3. Clearance Out Kapal 

a. Pengertian Clearance Out Kapal 

Menurut Fattah, et al. (2022) clearance merupakan rangkaian 

proses yang dilaksanakan untuk memastikan kelancaran kedatangan dan 

keberangkatan kapal sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga kapal 

dapat meninggalkan pelabuhan dan tiba dengan selamat di pelabuhan 
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tujuan. Clearance adalah persetujuan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas 

pelabuhan atau syahbandar sebagai izin bagi kapal untuk berlayar, apabila 

seluruh dokumen kapal dan dokumen muatan sesuai ketentuan dan semua 

biaya telah dilunasi, serta seluruh kewajiban lainnya telah dipenuhi. 

Dengan demikian, clearance berfungsi sebagai bentuk pengawasan dan 

pengendalian dari otoritas pelabuhan atau syahbandar guna memastikan 

bahwa kapal laik berlayar dan dapat beroperasi secara aman, tertib, dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Clearance out kapal adalah prosedur administrasi resmi yang 

wajib dilakukan oleh kapal sebelum meninggalkan pelabuhan. Menurut 

Hotmaria Situmorang dan Yusnidah (2021) clearance out atau proses 

keberangkatan kapal merupakan tahap berlayar sebuah kapal yang 

mencakup port clearance, yaitu surat persetujuan berlayar. Setiap kapal 

yang akan berlayar harus dilengkapi dengan SPB yang dikeluarkan oleh 

syahbandar. Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar 

hanya berlaku untuk 1x24 jam dan digunakan untuk sekali pelayaran. 

b. Instansi Terkait dalam Proses Clearance Out 

Proses clearance out di pelabuhan tidak dilakukan secara tunggal 

oleh satu instansi saja, tetapi melibatkan koordinasi antar berbagai 

lembaga, antara lain: 

1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

Kesyahbandaran berperan penting dalam kegiatan pelabuhan. 

Selain berfungsi sebagai bagian dari otoritas pelabuhan, syahbandar 
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merupakan pejabat pemerintah yang bertugas mengelola serta 

mengawasi seluruh aktivitas yang berlangsung di pelabuhan. Peran 

syahbandar berperan penting dalam menjamin operasional kegiatan 

maritim agar berjalan lancar, aman, serta mendukung keselamatan 

pelayaran di wilayah pelabuhan. 

Dalam pelaksanaannya, syahbandar juga berwenang 

menerbitkan izin pelayaran yang didahului dengan pemeriksaan 

dokumen kapal sebagai syarat untuk keluar masuk pelabuhan. Selain 

itu, syahbandar bertanggung jawab dalam penegakan hukum terkait 

aktivitas di pelabuhan dan pengawasan aspek keselamatan pelayaran. 

Dokumen yang dimiliki kapal harus menunjukkan bahwa kapal telah 

memenuhi persyaratan untuk berlayar di perairan dan mematuhi 

standar regulasi keselamatan yang berlaku. 

2) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional III Cilacap     

PT Pelindo Sub Regional III Cilacap merupakan pihak yang 

menyediakan fasilitas dermaga, terminal, dan jasa kepanduan (pilot) 

untuk kapal keagenan yang akan berlabuh dan bersandar di Pelabuhan 

Cilacap. Sebelum kapal milik keagenan PT Pelayaran Bahtera 

Adhiguna Cilacap tiba atau berlabuh, maka agen operasional harus 

menyusun Permohonan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) melalui 

sistem website Pelindo dan permohonan untuk jasa kepanduan (order 

pilot) dan jika agen telah mengajukan Permohonan Pelayanan Kapal 

dan Barang (PPKB) melalui sistem, pihak Pelindo akan memberikan 
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persetujuan dan mengeluarkan PPKB yang telah disetujui dan Surat 

Perintah dan Bukti Pemakaian Pandu dan Tunda. 

3) Imigrasi 

Instansi imigrasi adalah lembaga pemerintah yang bertugas 

untuk mengatur dan mengawasi warga negara Indonesia atau warga 

negara asing yang masuk dan keluar dari wilayah kedaulatan suatu 

negara, menerbitkan dokumen perjalanan (pasport) untuk warga 

negara sendiri, serta mengelola izin masuk (visa) dan izin tinggal bagi 

warga negara asing.  

4) Dinas Karantina dan Dinas Kesehatan 

Instansi karantina dan kesehatan adalah dua lembaga 

pemerintah yang memiliki tanggung jawab signifikan dalam 

melindungi kesehatan masyarakat, tetapi dengan fokus dan ruang 

lingkup yang berbeda. 

c. Jenis-Jenis Dokumen Clearance Out Kapal 

Dokumen-dokumen yang terkait dalam proses pengurusan 

clearance kapal antara lain : 

1) Surat Laut 

Berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran, pada ketentuan yang tetap dipertahankan dan 

berlaku mengikat melalui pembaruan hukum terkini dalam Undang-

Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Surat laut 
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merupakan bentuk tertinggi dari Surat Tanda Kebangsaan Kapal. 

Surat ini memberikan hak kepada kapal berukuran GT 175 atau lebih 

untuk mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan 

kapal tersebut saat berlayar di perairan internasional. 

 

Gambar 2.1 Surat Laut 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 
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2) Surat Ukur 

 Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 51 

Tahun 2002 tentang Perkapalan, surat ukur adalah surat kapal yang 

memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran. 

 

Gambar 2.2 Surat Ukur 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 
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3) Sertifikat IMDG (International Maritime Dangerous Goods) 

Sertifikat yang menyatakan bahwa seseorang telah memahami 

tata cara penanganan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, dan 

pengangkutan barang berbahaya melalui jalur laut sesuai dengan 

ketentuan internasional. Sertifikat ini mengacu pada ketentuan yang 

ditetapkan dalam International Maritime Dangerous Goods Code. 

 

Gambar 2.3 IMDG Certificate 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 
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4) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Cargo Ship Safety Radio 

Certificate) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Surat dan Sertifikat Keselamatan 

Kapal, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang membuktikan 

bahwa kapal telah memenuhi persyaratan teknis mengenai perangkat 

komunikasi yang berfungsi dengan baik untuk komunikasi rutin dan 

darurat. 

 

Gambar 2.4 Cargo Ship Safety Radio Certificate 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 
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5) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Cargo Ship 

Safety Equipment Certificate) 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Surat dan Sertifikat Keselamatan 

Kapal, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang adalah 

dokumen wajib bagi kapal barang dengan ukuran GT 500 atau lebih 

yang menyatakan bahwa alat keselamatan kapal memenuhi syarat 

sebagai perlengkapan yang diizinkan berada di atas kapal. Sertifikat 

ini mencakup verifikasi peralatan pemadam kebakaran, sekoci 

(lifeboat), rakit penolong (life raft), pelampung (lifebuoy), baju renang 

(life jacket), alat navigasi dan alat keselamatan lainnya yang 

memastikan kapal layak beroperasi secara aman. 

 

Gambar 2.5 Cargo Ship Safety Equipment Certificate 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 
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6) Sertifikat Pengawakan Minimum (Safe Manning Certificate) 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 

Tahun 2013 tentang Pengawakan Kapal Niaga, Sertifikat Pengawakan 

Minimum menetapkan jumlah minimum awak kapal serta kualifikasi 

atau jabatan yang harus ada di atas kapal agar kapal dapat beroperasi 

dengan aman. 

 

Gambar 2.6 Safe Manning Certificate 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 
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7) Sertifikat Garis Muat Internasional (International Load Line 

Certificate) 

Sertifikat garis muat internasional adalah sertifikat wajib bagi 

kapal yang melakukan pelayaran internasional untuk memastikan 

kapal tidak dimuat melebihi batas keselamatan dan menetapkan batas 

freeboard (lambung timbul) minimum dan tanda garis muat pada 

lambung kapal untuk menjaga stabilitas dan kelaiklautan kapal saat 

mengapung. (Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

Tentang Pelayaran)  

 

Gambar 2.7 International Load Line Certificate 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 
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8) Rencana Pola Trayek 

Rencana Pola Trayek adalah dokumen persetujuan 

pengoperasian kapal pada rute atau jaringan trayek tertentu untuk 

angkutan laut nasional atau internasional sesuai dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan. 

 

 

Gambar 2.8 Rencana Pola Trayek 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 
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d. Prosedur Pengurusan Dokumen Clearance Out Kapal 

Prosedur pengurusan dokumen clearance out kapal merupakan 

rangkaian kegiatan administratif dan teknis yang wajib dilaksanakan oleh 

kapal dan agen pelayaran sebelum kapal meninggalkan pelabuhan setelah 

menyelesaikan seluruh kegiatan bongkar-muat dan layanan di pelabuhan. 

Tujuan utama dari prosedur ini adalah memastikan bahwa kapal telah 

memenuhi seluruh persyaratan regulasi, keselamatan, keamanan, dan 

kesehatan sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional 

sebelum berlayar ke tujuan berikutnya.  

1) Tahapan Pengurusan Dokumen Clearance Out 

Tahapan pengurusan dokumen clearance out kapal umumnya 

terdiri dari beberapa langkah sistematis yang harus dipenuhi secara 

berurutan. Berdasarkan hasil kajian prosedur pelayanan kapal di 

sejumlah pelabuhan dan instansi terkait, tahapan tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Persiapan Dokumen oleh Agen Kapal 

Agen pelayaran menyiapkan semua dokumen 

administratif yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan 

clearance out. Dokumen tersebut umumnya meliputi: surat 

permohonan izin berlayar, surat permohonan kesehatan 

pelabuhan, Laporan Keberangkatan Kapal (LKK), cargo 

manifest, daftar awak kapal (crew list), bukti pembayaran biaya 

pelayanan pelabuhan, pernyataan keberangkatan (Master Sailing 
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Declaration), surat pemeriksaan kelengkapan dokumen, surat 

periksa pemenuhan kewajiban kapal dan memorandum. 

b) Pengajuan Permohonan Layanan Clearance Out 

Permohonan layanan clearance out diajukan secara 

elektronik melalui sistem pelayanan terpadu seperti Inaportnet 

dengan mengunggah seluruh dokumen yang telah dipersiapkan. 

Permohonan ini biasanya harus dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu sebelum kapal berangkat (misalnya 6 jam sebelum 

keberangkatan) agar instansi terkait memiliki waktu untuk 

memverifikasi dokumen. 

c) Pembayaran Administrasi dan PNBP 

Setelah permohonan diajukan, sistem memberikan kode 

billing untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) terkait jasa pelabuhan, pandu, labuh, VTS, dan biaya 

lainnya. Pembayaran ini harus diselesaikan sebelum dokumen 

lanjut ke tahap verifikasi instansi berwenang.  

d) Verifikasi Dokumen oleh Instansi Terkait 

Verifikasi dokumen dilakukan oleh masing-masing 

instansi seperti Syahbandar, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan 

untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian setiap dokumen 

dengan standar operasional dan regulasi yang berlaku. 

Kesesuaian ini mencakup pemeriksaan manifest muatan, 

sertifikat keselamatan, serta dokumen kesehatan.  
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e) Penerbitan Port Clearance (SPB) 

Setelah semua dokumen diverifikasi dan disetujui oleh 

instansi terkait, syahbandar sebagai otoritas pelabuhan 

menerbitkan SPB, yang merupakan dokumen resmi izin kapal 

untuk meninggalkan pelabuhan secara legal.  

f) Penyerahan Dokumen kepada Nakhoda 

Dokumen yang telah disetujui dan Surat Persetujuan 

Berlayar diserahkan kepada nakhoda kapal untuk diperiksa 

kembali sebelum keberangkatan.  

2) Persyaratan Administrasi Clearance Out 

Persyaratan administrasi merupakan dokumen dan data yang 

harus disiapkan sebelum proses clearance out dapat dimulai. 

Persyaratan ini sangat krusial karena setiap dokumen memiliki 

peranan dalam mewakili aspek hukum, keselamatan, kesehatan, 

maupun informasi operasional kapal. Secara umum, persyaratan 

administrasi meliputi: 

a) Surat Permohonan Izin Berlayar 

Surat Permohonan Izin Berlayar merupakan dokumen 

yang diterbitkan dari agen dan ditujukan untuk kantor 

syahbandar. Dokumen tersebut memuat informasi rinci mengenai 

data kapal, pelabuhan tujuan, waktu dan tanggal keberangkatan 

kapal. 
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Gambar 2.9 Surat Permohonan Izin Berlayar 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 

 

b) Laporan Keberangkatan Kapal (LKK) 

LKK adalah laporan resmi yang berisi rencana 

keberangkatan kapal, yang wajib disampaikan oleh perusahaan 

pelayaran kepada syahbandar. 
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Gambar 2.10 Laporan Keberangkatan Kapal 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 

 

c) Surat Pernyataan Keberangkatan (Master Sailing Declaration) 

Surat yang ditandatangani oleh nahkoda yang berisi 

rincian keberangkatan kapal.  

 

Gambar 2.11 Master Sailing Declaration 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 
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d) Manifes Muatan (Cargo Manifest) 

Dokumen resmi yang merinci muatan kapal termasuk 

jenis, jumlah, asal, dan tujuan barang.  

 

Gambar 2.12 Cargo Manifest 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 

 

e) Crew List 

Crew list mencakup identitas awak kapal dan penumpang 

yang berada di kapal.  

 

Gambar 2.13 Crew List 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 
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f) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Bukti pelunasan biaya pelayanan pelabuhan, termasuk 

jasa labuh, rambu, pandu, tambat, dan tunda. 

 

Gambar 2.14 PNBP 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 

 

g) Surat Permohonan Kesehatan Pelabuhan 

Surat permohonan yang dibuat oleh agen pelayaran 

kepada otoritas kesehatan pelabuhan untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan kapal, awak, muatan yang menghasilkan 

Port Health Quarantine Clearance (PHQC). 
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Gambar 2.15 Surat Permohonan Kesehatan Pelabuhan 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 

 

h) Port Health Quarantine Certificate (PHQC) 

Sertifikat kesehatan pelabuhan yang dikeluarkan setelah 

pemeriksaan karantina, menunjukkan kapal bebas dari ancaman 

penyakit atau kontaminasi.  



32 

 

 

Gambar 2.16 PHQC 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 

 

i) Memorandum 

Memorandum adalah catatan resmi pemeriksaan 

dokumen yang berisi informasi terkait sertifikat kapal, 

kelengkapan dokumen, serta catatan khusus dari badan klasifikasi 

mengenai kondisi kapal.  
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Gambar 2.17 Memorandum 

Sumber: Arsip Dokumen Perusahaan 

 

4. Keagenan Kapal 

a. Pengertian Agen Kapal 

Agen kapal adalah perusahaan atau individu yang ditunjuk oleh 

pemilik kapal (principal) untuk mewakili kepentingannya dalam 

mengurus seluruh kebutuhan kapal selama berada di suatu pelabuhan. 

Sementara itu, Burhanuddin, et al. (2022) menegaskan bahwa agen kapal 

tidak hanya berperan sebagai perwakilan administratif, melainkan juga 

sebagai penghubung antara principal, otoritas pelabuhan, dan berbagai 

instansi pemerintah yang terlibat dalam proses clearance. Agen kapal 

memiliki tanggung jawab sangat besar, yaitu mulai dari memastikan 
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kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal, memenuhi kebutuhan awak 

kapal, melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti imigrasi, dan 

karantina, hingga menjamin seluruh kewajiban finansial kapal terhadap 

pelabuhan terpenuhi tepat waktu.  

b. Jenis-Jenis Agen Kapal 

Dalam kegiatan operasional pelayaran, terdapat berbagai jenis 

agen kapal yang memiliki karakteristik kerja, kewenangan, dan tanggung 

jawab yang berbeda. Sebagai berikut: 

1) General Agent  

General agent atau agen umum merupakan jenis agen kapal 

dengan cakupan dan kewenangan paling luas. General agent ditunjuk 

langsung oleh perusahaan pelayaran asing atau dalam negeri untuk 

mewakili seluruh kepentingan principal di suatu negara atau wilayah 

tertentu. 

2) Sub Agent 

Sub agent adalah agen kapal yang bekerja di bawah koordinasi 

general agent dan ditunjuk untuk menangani operasional kapal di 

pelabuhan-pelabuhan tertentu. Sub agent berperan sebagai perwakilan 

dari general agent. 

3) Branch Agent 

Cabang dari keagenan umum yang beroperasi di pelabuhan 

tertentu. 



35 

 

c. Tugas dan Tanggung Jawab Agen Kapal 

Tugas dan tanggung jawab agen kapal meliputi beberapa aspek 

utama sebagai berikut: 

1) Setiap kapal yang masuk atau keluar pelabuhan wajib dilengkapi 

dengan berbagai dokumen resmi yang harus diverifikasi oleh otoritas 

berwenang. Agen kapal bertanggung jawab untuk memastikan semua 

dokumen tersebut lengkap, valid, dan sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen akan 

berimplikasi langsung pada penolakan permohonan clearance, yang 

pada akhirnya merugikan semua pihak. 

2) Agen berkoordinasi dengan KSOP untuk penerbitan SPB, dengan 

Kantor Imigrasi untuk pengurusan dokumen awak kapal asing, dan 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk pemeriksaan kesehatan. 

Kecepatan dan kelancaran proses ini sangat bergantung pada 

kemampuan komunikasi dan jejaring relasional agen dengan berbagai 

instansi tersebut. 

3) Agen kapal bertanggung jawab memenuhi kebutuhan operasional 

kapal selama berada di pelabuhan. Ini mencakup pengadaan bahan 

bakar (bunkering), air tawar, perbekalan (provision), jasa perbaikan 

atau perawatan kapal, hingga penggantian awak kapal jika diperlukan. 

Dalam bidang keuangan, agen mengelola disbursement account, yaitu 

rekening yang digunakan untuk membayar semua pengeluaran kapal 

di pelabuhan atas nama principal. Akurasi dan transparansi dalam 
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pengelolaan disbursement sangat penting untuk mempertahankan 

kepercayaan principal. 

4) Agen kapal juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan 

kebutuhan awak kapal selama berada di pelabuhan. Ini meliputi 

pengurusan izin turun ke darat bagi awak kapal asing, fasilitasi 

pergantian awak (crew change), penanganan kasus medis awak kapal, 

termasuk pengiriman ke fasilitas kesehatan jika diperlukan, serta 

koordinasi visa dan dokumen perjalanan. 

5) Agen kapal bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan 

laporan kedatangan kapal (Notice of Arrival), laporan kegiatan 

bongkar muat, laporan keberangkatan kapal, serta Statement of Facts 

(SoF) yang merangkum seluruh aktivitas kapal selama berada di 

pelabuhan. 

5. Kinerja Pelayanan 

Kinerja pelayanan merupakan konsep yang menggambarkan 

efektivitas dan efisiensi suatu layanan dalam memenuhi kebutuhan serta 

harapan pengguna jasa. Secara umum, kinerja pelayanan tidak hanya menilai 

hasil akhir pelayanan, tetapi juga meliputi proses, waktu, ketepatan, 

kepuasan konsumen, serta kualitas interaksi antara penyedia layanan dan 

pengguna jasa. Konsep ini penting dalam konteks jasa pelayaran karena 

merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas operasional 

pelabuhan dan unit yang terlibat dalam proses clearance kapal, termasuk 

prosedur clearance out. Keberhasilan kinerja pelayanan diukur dari seberapa 
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baik proses layanan dijalankan sesuai dengan standar operasional, ketentuan 

regulasi, serta harapan pemangku kepentingan atau pengguna jasa. Penilaian 

kinerja pelayanan merupakan bagian dari evaluasi layanan yang lebih luas 

dalam literatur pelayanan publik dan manajemen jasa. 

Kinerja pelayanan dilihat sebagai hasil yang dicapai oleh suatu unit 

layanan melalui interaksi antara input sumber daya dan proses, pelaksanaan 

aktivitas, dan hasil layanan. Dalam konteks pelabuhan dan jasa 

kepelabuhanan, hasil ini mencakup indikator-indikator seperti ketepatan 

waktu pelayanan kapal, kecepatan proses administrasi, akurasi dokumen, 

serta tingkat kepuasan pengguna jasa, pemilik kapal, agen pelayaran, dan 

pemangku kepentingan lainnya, (Subhan, 2018). 

Menurut Sadika, et al. (2023), kinerja pelayanan yang efektif 

meningkatkan kualitas operasional dan berdampak positif terhadap kepuasan 

pengguna jasa. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa ketepatan 

waktu, efisiensi proses, serta responsivitas petugas layanan merupakan 

komponen penting dalam operasional yang lancar, yang kemudian 

berdampak pada manajemen terminal secara keseluruhan. 

a. Indikator Kinerja Pelayanan dalam Jasa Pelayaran 

Dalam kajian kinerja pelayanan, indikator-indikator yang sering 

digunakan untuk menilai efektivitas jasa dapat digolongkan dalam 

beberapa dimensi utama yang relevan dengan prosedur clearance kapal: 
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1) Ketepatan Waktu Pelayanan (Timeliness) 

Ketepatan waktu pelayanan mengacu pada seberapa cepat 

proses layanan diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang telah 

ditetapkan. Dalam konteks jasa pelayaran dan clearance out kapal, 

indikator ini mencakup waktu penyelesaian seluruh proses dokumen 

dari awal pengajuan hingga penerbitan SPB. Ketepatan waktu sangat 

menentukan tingkat koordinasi antar unit layanan, sehingga 

mempercepat turnaround time kapal di pelabuhan dan mengurangi 

biaya operasional. 

2) Kecepatan Proses Administrasi (Process Speed) 

Kecepatan proses administrasi mencerminkan efisiensi 

jalannya prosedur administrasi layanan, termasuk penggunaan sistem 

digital yang terintegrasi seperti Inaportnet. Proses yang cepat 

menunjukkan bahwa alur prosedur telah tersinergi dengan baik antara 

agen dan instansi terkait, sehingga dokumen clearance diselesaikan 

tanpa hambatan administratif yang berarti. 

3) Ketepatan dan Kelengkapan Dokumen (Accuracy and Completeness) 

Dimensi ini mencerminkan kualitas administrasi layanan, 

terutama dalam konteks kelengkapan berkas dokumen yang 

diwajibkan dalam proses clearance. Dokumen yang akurat dan 

lengkap akan mempercepat pemeriksaan serta mengurangi risiko 

penolakan atau revisi permohonan, yang pada akhirnya meningkatkan 

kualitas kinerja layanan. 
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4) Kepuasan Pengguna Jasa (Customer Satisfaction) 

Kepuasan pengguna jasa merupakan hasil pengalaman 

pengguna terhadap layanan yang diberikan. Dalam teori pelayanan, 

kepuasan sering diukur melalui persepsi terhadap kualitas layanan 

seperti tanggapan terhadap pertanyaan, ketersediaan informasi, serta 

kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan pengguna 

yang kemudian memengaruhi loyalitas dan citra layanan. 

Indikator-indikator di atas bukan hanya ukuran operasional, 

melainkan juga dimensi strategis layanan yang berkontribusi pada 

kinerja keseluruhan suatu unit jasa dalam konteks pelabuhan dan 

clearance kapal. 

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Pelayanan 

Kinerja pelayanan tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

memengaruhinya, berikut faktor yang memengaruhi kinerja pelayanan: 

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia dalam 

menangani prosedur layanan administrasi serta penggunaan sistem 

digital sangat memengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan. 

Sumber daya manusia yang kompeten mampu mengurangi kesalahan 

data dan mempercepat proses dokumentasi. 

2) Teknologi Sistem Informasi Pelayanan 

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelayanan 

terpadu, membantu mempercepat proses administrasi dan 
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meminimalkan waktu tunggu, sehingga berdampak positif pada 

kinerja pelayanan. 

3) Koordinasi Antarinstansi 

Koordinasi yang baik antar unit layanan dan instansi terkait 

(Syahbandar, Imigrasi, Karantina Kesehatan) merupakan prasyarat 

dalam proses clearance out. Sinergi ini memastikan bahwa setiap 

tahapan proses tidak tertunda akibat miskomunikasi atau duplikasi 

tugas. 

4) Ketersediaan Fasilitas dan Dukungan Operasional 

Peralatan pelabuhan, jaringan komunikasi, serta fasilitas 

pendukung operasional merupakan elemen penting yang memastikan 

proses layanan dapat berjalan sesuai target tanpa hambatan teknis. 

Faktor-faktor tersebut jika dikelola dengan baik dapat 

memperkuat kinerja pelayanan dalam konteks clearance kapal, 

sehingga berdampak pada kepuasan pengguna jasa dan kinerja 

pelabuhan secara keseluruhan. 

6. Landasan Hukum 

Setiap aktivitas pelayaran dan kepelabuhanan di Indonesia tidak 

berlangsung dalam ruang hampa hukum. Seluruh proses, mulai dari 

kedatangan kapal hingga keberangkatannya dari pelabuhan, diatur oleh 

kerangka regulasi yang berlapis dan saling melengkapi. Pemahaman yang 

mendalam mengenai landasan hukum ini sangat penting, tidak hanya bagi 

para praktisi pelayaran, tetapi juga bagi para peneliti yang ingin mengkaji 
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efektivitas prosedur operasional di lapangan. Berikut ini diuraikan regulasi-

regulasi utama yang menjadi landasan hukum dalam penelitian ini. 

a. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 

Pasal 219 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap kapal 

yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang 

dikeluarkan oleh syahbandar. Sementara itu, Pasal 218 mengatur 

kewajiban nakhoda untuk melaporkan rencananya berlayar kepada 

syahbandar sebelum meninggalkan pelabuhan. 

b. Peraturan Menteri Perhubungan Terkait Pelayanan Kapal dan Clearance 

Terdapat sejumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang secara 

lebih teknis dan operasional mengatur mekanisme pelayanan kapal dan 

proses clearance. Regulasi-regulasi ini menjadi panduan praktis yang 

digunakan sehari-hari oleh agen kapal, syahbandar, dan berbagai instansi 

terkait. 

Pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan 

Kegiatan Kapal di Pelabuhan. Peraturan ini mengatur secara rinci alur 

proses penerbitan SPB, mulai dari tahap pengajuan permohonan oleh agen 

kapal, pemeriksaan dokumen oleh syahbandar, verifikasi kelaiklautan 

kapal, hingga penerbitan SPB itu sendiri. Setiap tahapan dilengkapi 

dengan batas waktu pelayanan yang harus dipenuhi, sehingga 

menciptakan standar layanan yang terukur. 
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Kedua, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan Laut. 

Peraturan ini mengatur secara khusus mengenai keagenan kapal, termasuk 

persyaratan, kewenangan, dan tanggung jawab perusahaan keagenan. 

Menurut Hermawan, et al. (2022) regulasi ini telah memberikan kepastian 

hukum yang lebih baik bagi industri keagenan kapal Indonesia, meskipun 

masih terdapat celah implementasi yang perlu diatasi. 

c. Ketentuan Syahbandar Mengenai Clearance Out 

Syahbandar sebagai otoritas pelabuhan yang memiliki wewenang 

paling menentukan dalam proses clearance yang bersifat sentral. 

Kewenangan syahbandar dalam urusan clearance kapal bersumber dari 

beberapa ketentuan teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. 

Secara teknis operasional, syahbandar menggunakan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) internal yang ditetapkan oleh Kantor 

Kesyahbandaran setempat, mengacu pada petunjuk teknis dari Ditjen 

Hubla. SOP ini mengatur tahapan dan batas waktu pelayanan clearance, 

dokumen yang wajib diperiksa, kriteria penolakan permohonan, serta 

prosedur penanganan kondisi darurat atau pelanggaran. 

Penelitian Oktaviana, R., & Nurhidayat (2024) menunjukkan 

bahwa efisiensi pelayanan syahbandar sangat dipengaruhi oleh dua faktor 

utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia dalam memproses dokumen 

secara digital, dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di kantor 
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syahbandar itu sendiri. Ketimpangan kedua faktor ini di berbagai 

pelabuhan di Indonesia masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara 

sistematis. 

Tabel 2. 1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan SPB Online 

 

Sumber: KSOP Kelas II Cilacap 

 

d. SOP Perusahaan Terkait Clearance Out Kapal 

Di samping regulasi eksternal yang ditetapkan oleh pemerintah, 

setiap perusahaan keagenan kapal yang profesional juga memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) internal yang menjadi panduan kerja sehari-

hari bagi seluruh staf operasionalnya. SOP internal ini berfungsi untuk 

menerjemahkan ketentuan regulasi yang bersifat umum menjadi langkah-

langkah kerja yang spesifik, terukur, dan dapat diterapkan dalam konteks 

operasional perusahaan. 
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Sebuah SOP clearance out yang baik dan komprehensif pada 

umumnya mencakup beberapa elemen kunci, yaitu: 

1) Alur kerja langkah demi langkah yang menggambarkan urutan tugas 

dari awal hingga akhir proses, lengkap dengan penanggung jawab dan 

batas waktu untuk setiap tahapan. 

2) Daftar periksa (checklist) dokumen yang harus dipenuhi untuk setiap 

jenis kapal dan muatan.  

3) Prosedur penanganan kondisi tidak normal, seperti penolakan 

dokumen, gangguan sistem, atau kondisi darurat di luar jam kerja. 

4) Mekanisme koordinasi internal dan eksternal, termasuk prosedur 

komunikasi dengan instansi pemerintah dan principal.  

5) Sistem pencatatan dan pelaporan untuk keperluan audit dan evaluasi 

kinerja. 
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B. Kerangka Penelitian 

Berikut adalah kerangka penelitian yang peneliti buat: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Kerangka Penelitian 

Evaluasi Prosedur Pengurusan Dokumen Clearance 
Out Kapal dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan PT 

Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap 

Metode Pengumpulan Data 

 

- Wawancara 

- Observasi 

- Dokumentasi 

 

Kualitas Kinerja PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap dalam 

pengurusan dokumen clearance out kapal meningkat 

Bagaimana prosedur 

pengurusan dokumen 

clearance out yang 

diterapkan PT Pelayaran 

Bahtera Adhiguna 

Cabang Cilacap? 

 

Apa saja kendala 

dalam implementasi 

prosedur clearance out 

di PT Pelayaran  

Bahtera Adhiguna 

Cabang Cilacap? 

 

Bagaimana implementasi 

prosedur clearance out 

terhadap kinerja   

pelayanan PT Pelayaran 

Bahtera Adhiguna 

Cabang Cilacap? 

 

Metodologi Penelitian 

 

- Deskriptif Kualitatif 

 

Teknik Analisis 

  

- Diagram Fishbone 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur pengurusan dokumen clearance out secara normatif telah mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran dan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Alur prosedur meliputi penerimaan 

Statement of Fact (SoF), persiapan dokumen, pengajuan melalui sistem 

Inaportnet, pembayaran PNBP, verifikasi oleh KSOP, hingga penerbitan 

Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Namun dalam implementasinya, 

prosedur masih bersifat hybrid, yaitu dokumen digital melalui Inaportnet 

tetap disertai penyerahan dokumen fisik ke loket KSOP secara langsung. 

Selain itu, belum tersedianya checklist dokumen standar baku dan instrumen 

pengukuran kinerja per tahapan menyebabkan pengendalian mutu prosedur 

clearance out belum terlaksana secara sistematis. 

2. Berdasarkan analisis diagram fishbone, terdapat enam faktor kendala. 

Pertama, faktor man hanya dua staf yang menangani clearance out dari 101 

kunjungan kapal sehingga terjadi overload pekerjaan. Kedua, faktor 

machine dengan sistem Inaportnet yang mengalami gangguan server dan 

rejection akibat sensitivitas format data, diperparah oleh seringnya 

pemadaman listrik tanpa sistem backup yang memadai. Ketiga, faktor 



100 

 

material dokumen kapal yang kedaluwarsa seperti sertifikat IMDG pada 

bulan Juni 2025 dan kekurangan nominal pembayaran PNBP menjadi 

penyebab dominan keterlambatan. Keempat, faktor method masih 

menerapkan sistem hybrid sehingga menciptakan duplikasi alur kerja yang 

tidak efisien. Kelima, faktor measurement yaitu ketiadaan pencatatan durasi 

per tahapan membuat evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan secara berbasis 

data. Keenam, faktor environment yaitu cuaca ekstrem yang menghentikan 

kegiatan bongkar muat atas instruksi KSOP secara konsisten menghambat 

penerbitan SPB. 

3. Berbagai kendala tersebut berdampak langsung terhadap penurunan kinerja 

pelayanan. Rata-rata ketepatan waktu penyelesaian clearance out hanya 

mencapai 71,21 persen dengan titik terendah pada bulan Juni 2025 sebesar 

41,67 persen. Variasi durasi penyelesaian antara 2 hingga 8 jam per kapal 

mencerminkan ketidakkonsistenan layanan yang berpotensi mengurangi 

kepercayaan principal dan menimbulkan kerugian operasional berupa biaya 

demurrage. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan hanya pada satu objek, yaitu PT Pelayaran 

Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap, sehingga pengumpulan data belum 

dapat diperluas secara mendalam ke instansi terkait seperti KSOP, Imigrasi, 
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dan Karantina Kesehatan Cilacap. Akibatnya, perspektif yang dihasilkan 

belum sepenuhnya komprehensif. 

2. Data operasional yang dianalisis hanya mencakup periode 2 Januari hingga 

28 Juli 2025. Keterbatasan waktu tersebut belum mewakili kondisi 

operasional tahunan, sehingga temuan tidak dapat diberlakukan secara 

umum pada seluruh perusahaan keagenan kapal di Indonesia. 

3. Letak Pelabuhan Cilacap di pesisir Selatan Pulau Jawa menyebabkan 

wilayah ini rentan terhadap kondisi cuaca ekstrem, seperti gelombang tinggi 

dan curah hujan, sebagaimana tercermin pada faktor environment dalam 

analisis fishbone. Kondisi ini membatasi akses peneliti ke lokasi penelitian, 

sehingga sebagian situasi operasional hanya diperoleh melalui keterangan 

informan. 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian di atas, saran 

diajukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut: 

1. Perusahaan disarankan memperbarui SOP clearance out secara 

komprehensif dengan mencakup checklist dokumen standar baku, prosedur 

penanganan kondisi tidak normal, dan mekanisme koordinasi yang jelas 

antarpihak. Selain itu, perusahaan perlu mendorong percepatan integrasi 

penuh sistem Inaportnet bersama KSOP guna menghapus kewajiban 

penyerahan dokumen fisik yang menjadi sumber inefisiensi utama, serta 

mengembangkan instrumen pengukuran kinerja berbasis pencatatan durasi 

waktu per tahapan sebagai landasan evaluasi berkelanjutan. 



102 

 

2. Untuk mengatasi keenam faktor kendala, perusahaan disarankan menambah 

minimal satu tenaga operasional yang terlatih pada bidang administrasi 

keagenan dan sistem Inaportnet, menyediakan perangkat UPS dan koneksi 

internet cadangan sebagai antisipasi pemadaman listrik, membangun sistem 

pemantauan masa berlaku dokumen kapal berbasis notifikasi otomatis guna 

mencegah kedaluwarsanya sertifikat, menyusun panduan teknis pembagian 

tugas antara proses digital dan manual selama sistem hybrid masih berjalan, 

menerapkan Key Performance Indicator (KPI) per tahapan clearance out 

yang dilaporkan secara berkala kepada manajemen, serta mengembangkan 

protokol komunikasi dengan KSOP terkait penanganan kondisi cuaca 

ekstrem agar dampaknya terhadap jadwal clearance dapat diminimalkan. 

3. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap disarankan menetapkan 

target ketepatan waktu clearance out sesuai dengan hasil evaluasi kinerja 

perusahaan dan kondisi operasional yang berlaku. Bagi KSOP Kelas II 

Cilacap, disarankan untuk menyusun jadwal maintenance sistem Inaportnet 

yang terencana dan transparan serta mendorong transformasi digital layanan 

clearance secara penuh. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan 

memperluas ruang lingkup dengan melibatkan lebih banyak informan dari 

instansi terkait. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Hasil Wawancara I 

 

Informan 1 : Bapak Endy Syahril  

Jabatan       : Kepala Operasional 

Tanggal Wawancara  : 16 April 2025 

 

Peneliti : “Selamat siang, Pak Endy. Terima kasih atas waktu yang 

diluangkan hari ini pak. Saya ingin mendengar cerita dari Bapak 

selama berpengalaman kerja disini mengenai proses pengurusan 

clearance out kapal di PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, mulai 

dari kapal akan datang hingga keberangkatan. Bisa Bapak 

ceritakan bagaimana realitanya di lapangan?”  

Informan 1 : “Selamat siang mba rosiyan. Baik, pada dasarnya alurnya dimulai 

saat kapal memberikan Statement of Fact (SoF) Setelah itu kami 

menyiapkan seluruh dokumen, melakukan input ke sistem 

Inaportnet, berkoordinasi dengan KSOP, hingga SPB terbit. 

Alurnya terlihat sederhana. Namun dalam praktiknya kami cukup 

kewalahan, karena personel yang khusus menangani clearance 

out hanya dua orang, yaitu pak Gilang dan mas Helga.”   

Peneliti : “Bagaimana jika kapal yang sandar dalam waktu bersamaan 

cukup banyak,  Pak?”  
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Informan 1 : “Jika ada 3 sampai 4 kapal yang sandar bersamaan, kami harus 

bekerja lembur hingga malam hari. Jam kerja seringkali melebihi 

jam operasional normal. Beban kerja menjadi cukup tinggi.”  

Peneliti : “Selain dari sisi sumber daya manusia, kendala lain yang sering 

dihadapi apa saja Pak?”   

Informan 1 : “Kendala lainnya adalah pemadaman listrik. Di wilayah ini 

pemadaman cukup sering terjadi. Ketika listrik padam, koneksi 

internet ikut terputus. Karena Inaportnet berbasis online, maka 

seluruh pekerjaan administrasi tidak dapat dilanjutkan.”  

Peneliti : “Kalau dari sisi kelengkapan dokumen kapal, apakah sering ada 

kendala Pak?”   

Informan 1 : “Cukup sering, mba. Kendala yang paling sering terjadi adalah  

dokumen atau sertifikat kapal yang masa berlakunya sudah habis. 

Biasanya baru diketahui saat akan di-upload ke sistem. Akibatnya 

proses clearance tertahan karena harus menunggu pihak kapal 

melakukan perpanjangan terlebih dahulu ke KSOP. Selain itu, 

pembayaran PNBP juga sering kurang. Kekurangan nominal, 

walaupun hanya Rp 2.000, sistem akan langsung menolak 

pengajuan. Sehingga harus menunggu proses transfer ulang dari 

pihak kapal.”  

Peneliti : “Apakah ada panduan atau checklist dokumen untuk 

meminimalisir dokumen yang terlewat, Pak?” 
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Informan 1 : “Saat ini kami belum memiliki checklist dokumen standar. 

Pengecekan masih berdasarkan ingatan dan pengalaman. 

Terkadang ada dokumen yang terlewat, seperti jumlah crewlist 

yang tidak sesuai saat keberangkatan. Hal tersebut baru diketahui 

saat berkas diverifikasi di loket KSOP, sehingga harus 

melengkapi dan kembali lagi.”   

Peneliti : “Mengenai prosedur yang sekarang sudah online, bagaimana  

implementasinya di lapangan Pak?”  

Informan 1 : “Prosedurnya selama ini bersifat hybrid. Jadi, setelah seluruh 

dokumen di input dan di upload melalui Inaportnet, dokumen 

fisik aslinya tetap harus diantar ke loket KSOP untuk proses 

verifikasi dan tanda tangan cap basah sehingga terdapat dua tahap 

pekerjaan.”   

Peneliti : “Apabila terjadi keterlambatan, apakah dapat diidentifikasi pada 

tahapan  mana proses tersebut terhambat, Pak?” 

Informan 1 : “Itu yang menjadi kendala bagi kami, mba. Saat ini belum ada 

pencatatan atau penilaian durasi waktu untuk setiap tahapan 

prosedur sehingga kami belum memiliki data untuk mengukur 

proses mana yang paling memakan waktu. Kinerja pelayanan 

belum terukur secara sistematis.”  

Peneliti : “Apakah ada faktor eksternal yang memengaruhi, misalnya 

cuaca, Pak?”  
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Informan 1 : “Ada mba. Faktor cuaca cukup berpengaruh. Jika terjadi hujan 

deras, kegiatan bongkar muat di dermaga dihentikan oleh KSOP 

atas pertimbangan keselamatan. Apabila kegiatan bongkar muat 

belum selesai, maka pengajuan SPB belum dapat dilakukan 

sesuai ketentuan. Hal ini menyebabkan jadwal clearance out dan 

keberangkatan kapal mengalami penundaan.”   

Peneliti : “Menurut Bapak, upaya apa yang dapat dilakukan untuk 

mengoptimalkan proses ini?”   

Informan 1 : “Menurut saya, pertama dari sisi sumber daya manusia perlu ada 

penambahan personel agar beban kerja terbagi. Kedua, perlu 

adanya stabilitas pada jaringan listrik dan sistem Inaportnet. 

Ketiga, jika memungkinkan prosedur dapat dijalankan secara full 

online. Keempat, perlu adanya checklist dokumen standar dan 

instrumen untuk mengukur durasi waktu kerja pada setiap 

tahapan.”  

 

 

                                                                                  Narasumber 

Kepala Operasional 

 

                                                                

 

                                                                                  Endy Syahril 
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Lampiran 2 

Hasil Wawancara II 

 

Informan 2 : Bapak Gilang Khatami 

Jabatan       : Staf Operasional 

Tanggal Wawancara  : 5 Mei 2025 

 

Peneliti : "Kendala apa yang paling sering ditemui saat mengurus 

clearance out kapal, Pak?"  

Informan 2 : "Kendala yang paling sering terjadi biasanya pada sistem, mba. 

Inaportnet cukup sering melakukan rejection. Perbedaan kecil 

seperti penggunaan huruf kapital atau kurangnya jumlah crew 

kapal yang tidak sama dengan data di KSOP dapat langsung 

ditolak sistem. Padahal secara substansi data tersebut sama. 

Akibatnya harus melakukan input ulang dan memakan waktu.  

Peneliti : "Saat ini sistemnya sudah online melalui Inaportnet, namun 

mengapa masih sering ke kantor KSOP ya, Pak?"   

Informan 2 : "Betul mba. Walaupun sudah dilakukan input dan upload 

dokumen secara online, dokumen fisik aslinya tetap harus diantar 

ke loket KSOP. Hal ini diperlukan untuk proses verifikasi 

kesesuaian dokumen, memberikan cap basah, dan tanda tangan 

pejabat berwenang pada dokumen seperti SPB, sesuai dengan 

ketentuan dan SOP yang berlaku di KSOP Cilacap saat ini. 
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Sehingga terdapat dua tahap pekerjaan, yaitu secara digital dan 

manual." 

Peneliti : "Bagaimana dengan jumlah personel yang menangani, Pak?"   

Informan 2 : "Untuk saat ini jumlahnya masih terbatas mba. Secara khusus 

yang menangani clearance out hanya saya dan mas Helga. Tugas 

staf operasional 2 lebih berfokus pada operasional di kantor dan 

membantu untuk penginputan data clearance.  

 

 

                                                                                  Narasumber 

                                                                                 Staf Operasional 

 

                                                                

 

                                                                                  Gilang Khatami    
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Lampiran 3 

Hasil Wawancara III 

 

Informan 3 : Bapak Helganius Lase 

Jabatan       : Agency 

Tanggal Wawancara  : 1 Juli 2025 

 

Peneliti : "Dari sisi keagenan, bagian mana dari pengurusan clearance out 

yang  paling sering mengalami hambatan, mas Helga?" 

Informan 3 : " Berdasarkan pengalaman saya, hambatan yang paling sering 

terjadi adalah pada masa berlaku dokumen kapal, mba. Dokumen 

yang dibawa dari pelabuhan sebelumnya atau last port seringkali 

sudah mendekati masa tenggang waktu berlakunya. Akibatnya, 

selama perjalanan menuju Cilacap, ada kemungkinan masa 

berlaku dokumen tersebut sudah habis atau hampir habis saat 

akan diproses di sini. Pihak KSOP Cilacap sendiri pun cukup 

cepat dan tanggap dalam mengambil tindakannya. Biasanya 

langsung dilakukan inspeksi untuk verifikasi jika diperlukan, 

sehingga tidak menambah waktu tunda secara signifikan dari sisi 

KSOP. Walaupun pihak kapal sudah menginformasikan 

sebelumnya mengenai dokumen yang masa berlakunya akan 

habis, adakalanya terjadi keterlambatan dalam menindaklanjuti. 

Akibatnya, saat dokumen akan diproses untuk clearance out, baru 

diketahui terdapat sertifikat yang masa berlakunya telah habis. 
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Contoh kejadian terakhir waktu itu pada bulan Juni dimana 

sertifikat muatan berbahaya atau IMDG sudah expired pada saat 

sedang mengurusi clearance out di KSOP. Kondisi tersebut 

menyebabkan keberangkatan kapal tertunda karena harus 

menunggu pihak kapal melakukan perpanjangan terlebih dahulu." 

Peneliti : "Apakah sudah ada panduan atau checklist dokumen untuk 

meminimalisir dokumen yang terlewat, mas?" 

Informan 3 : "Untuk saat ini kami belum memiliki checklist dokumen standar 

mba. Pengecekan masih dilakukan berdasarkan ingatan dan 

pengalaman. Terkadang ada dokumen yang terlewat, seperti 

kurangnya jumlah data crewlist kapal. Hal tersebut baru diketahui 

saat berkas diverifikasi di KSOP, sehingga harus melengkapi dan 

datang kembali. Kondisi ini tentu memakan waktu."  

Peneliti : "Apakah terdapat kendala teknis selama menggunakan 

Inaportnet, mas?"   

Informan 3 : "Terdapat beberapa kendala mba. Inaportnet terkadang 

mengalami gangguan atau dalam status maintenance sehingga 

tidak dapat diakses dalam waktu tertentu. " 

                                                                               Narasumber 

                                                                                 

 

                                                                                  Helganius Lase 
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Lampiran 4 

Hasil Wawancara IV 

 

Informan 4 : Septian Hadi  

Jabatan       : Chief Officer Kapal SPB. PGL 709 

Tanggal Wawancara  : 22 Juli 2025 

 

Peneliti : "Bagaimana pendapat Chief mengenai prosedur pengurusan 

dokumen clearance out yang dilakukan oleh PT Pelayaran 

Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap? " 

Informan 4 : " Secara umum prosedur clearance out yang dilakukan oleh PT 

Pelayaran Bahtera Adhiguna sudah berjalan cukup baik. Agen 

selalu berkoordinasi dengan pihak kapal mengenai kebutuhan 

dokumen yang diperlukan sebelum keberangkatan. Informasi 

yang diberikan juga cukup jelas sehingga kami dapat 

mempersiapkan dokumen kapal lebih awal. " 

Peneliti : "Apakah selama Chief bertugas pernah mengalami kendala dalam 

proses clearance out kapal? " 

Informan 4 : "Ya, beberapa kali terdapat kendala, terutama ketika ada sertifikat 

kapal yang mendekati masa kedaluwarsa atau ketika terjadi 

gangguan pada sistem Inaportnet. Pada kondisi tersebut proses 

verifikasi menjadi lebih lama dan jadwal keberangkatan kapal 

dapat mengalami penundaan. " 
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Peneliti : "Bagaimana penilaian Chief terhadap pelayanan yang diberikan 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap dalam 

pengurusan clearance out? " 

Informan 4 : "Dari pengalaman saya, pelayanan yang diberikan cukup 

responsif. Agen berusaha memberikan informasi perkembangan 

proses clearance secara berkala kepada kapal. Apabila terjadi 

kendala, agen juga segera melakukan koordinasi dengan pihak 

kapal dan instansi terkait untuk mencari solusi." 

Peneliti : " Menurut Chief, apa yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki 

proses clearance out ke depan?" 

Informan 4 : "Saya melihat perlu adanya sistem monitoring dokumen kapal 

yang lebih terstruktur sehingga masa berlaku sertifikat dapat 

dipantau lebih awal. Selain itu, optimalisasi penggunaan sistem 

digital dan penambahan personel pada saat trafik kapal tinggi juga 

dapat membantu mempercepat proses clearance out." 

 

                                                                              Narasumber 

                                                                             Chief Officer 

 

                                                                

 

                                                                            Septian Hadi  
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Lampiran 5 

Hasil Observasi 

Waktu Pelaksanaan: Bulan Januari – Bulan Juli (selama peneliti melaksanakan 

Prada) 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator Observasi Checklist Keterangan 

1.  Persiapan 

dokumen oleh 

agen 

a. Dokumen kapal 

(sertifikat, crew 

list, manifest) diperiksa 

kelengkapannya 

sebelum pengajuan. 

 

✓  Pemeriksaan 

dilakukan oleh staf 

operasional 

dan agency. 

b. Dokumen diinput dan 

diunggah ke 

sistem Inaportnet. 

 

✓  Proses input data 

dilakukan oleh staf 

operasional. Sering 

terjadi rejection aki

bat perbedaan 

format data (misal: 

huruf kapital, 

jumlah crew tidak 

sesuai). 

2. Penggunaan 

sistem Inaport

net 

a.Sistem online digunakan 

untuk pengajuan 

permohonan. 

 

✓  Semua 

permohonan 

diajukan 

melalui Inaportnet. 

b. Terjadi kendala teknis 

pada sistem (gangguan 

server, maintenance). 

✓  Pada bulan Juli 

2025, terjadi 

gangguan server 

yang menyebabkan 

proses terhambat 

dan harus 

menunggu sistem 

kembali normal. 

3. Verifikasi 

dokumen di 

KSOP 

a.  Dokumen fisik asli 

diantarkan ke loket 

KSOP. 

✓  Dokumen fisik 

seperti SPB, LKK, 

dan manifest selalu 

dibawa ke KSOP 

untuk verifikasi 

manual dan 

pemberian cap 

basah oleh pejabat 

berwenang. 
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No Aspek yang 

diamati 

Indikator Observasi Checklist Keterangan 

b.  Petugas KSOP 

melakukan verifikasi 

kesesuaian 

data online dan fisik. 

 

✓  Proses ini 

memakan waktu 

antrean dan 

verifikasi. 

Ditemukan kasus 

penolakan karena 

dokumen 

kapal expired  

4.  Sumber daya 

manusia 

a.  Jumlah staf yang 

menangani clearance 

out. 

 

✓  Hanya dua orang 

staf (Bapak Gilang 

Khatami dan Bapak 

Helganius Lase) 

yang secara khusus 

menangani 

proses clearance 

out untuk semua 

kapal keagenan. 

b.  Beban kerja staf saat 

banyak kapal sandar. 

 

✓  Saat terdapat 3-4 

kapal sandar 

bersamaan, beban 

kerja menjadi 

sangat tinggi dan 

seringkali 

mengharuskan 

lembur hingga 

malam hari. 

5. Penyerahan 

dokumen asli 

kepada kapal 

a.  Dokumen clearance out 

original dengan cap dan 

tanda tangan diterima 

oleh kapal 

✓  Dokumen menjadi 

bukti kelengkapan 

prosedur sebelum 

kapal berlayar 

6. Pengukuran 

kinerja 

a.  Pencatatan durasi 

waktu untuk setiap 

tahapan prosedur.  

✓  Belum ada 

instrumen 

pencatatan durasi 

waktu per tahapan, 

sehingga evaluasi 

kinerja belum 

berbasis data. 

Variasi durasi 

penyelesaian antara 

2-8 jam per kapal 

 

 

 



117 

 

Lampiran 6 

Sop Clearance PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap 
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Lampiran 7 

SPB 
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Lampiran 8 

Laporan Realisasi Keagenan Kapal Bulan Januari 2025 
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Lampiran 9 

Laporan Realisasi Keagenan Kapal Bulan Februari 2025 
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Lampiran 10 

Laporan Realisasi Keagenan Kapal Bulan Maret 2025 
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Lampiran 11 

Laporan Realisasi Keagenan Kapal Bulan April 2025 
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Lampiran 12 

Laporan Realisasi Keagenan Kapal Bulan Mei 2025 
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Lampiran 13 

Laporan Realisasi Keagenan Kapal Bulan Juni 2025 
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Lampiran 14 

Laporan Realisasi Keagenan Kapal Bulan Juli 2025 
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Lampiran 15 

Bukti Scan Dokumen SIUPAL PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap 
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Lampiran 16 

Bukti Pelaksanaan Praktik Darat  
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